
BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 27

Menimbang

Mengingat

WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN WAUKOTA SURAKARTA

NOMOR 3-D TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMANPENETAPANNILAI PEROLEHANAIR TANAH

WAUKOTASURAKARTA,

a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota
Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
khususnya Pajak Air Tanah pada Pasal42 ayat (4), maka dalam
rangka menetapkan besarnya Nilai Perolehan Air Tanah
dipandang perlu menyusun pedoman penetapan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pedoman
PenetapanNilai PerolehanAir Tanah;

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tlmur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang
PerubahanAtas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang



Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4189);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4138);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang lenis
Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah Atau Dibayar sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
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14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan;

15. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta
(Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Surakarta
Tahun 2008 Nomor 9);

17. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERA1URANWAUKOTATENTANGPEDOMANPENETAPANNlLAI
PEROLEHANAIR TANAH.

BABI
KETEN1UANUMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonoml dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimanadimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota
Surakarta.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tettentu di bidang perpajakan daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bag! sebesar-besamya
kemakmuran rakyat.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha
milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan
dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial palitik, atau
organisasi lalnnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air
tanah.

10. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dl bawah
permukaan tanah.
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11. Nilai PerolehanAir Tanah adalah nilai sebagai dasar pengenaan pajak air tanah.
12. Harga Dasar Air (HDA) adalah harga air tanah per satuan volume yang akan

dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan harga air baku
dikalikan dengan faktor nilai air.

13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

15. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain
yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender,
yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan
melaporkan pajak yang terutang.

16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali
bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun
kalender.

BABII
MAKSUDDANTUJUAN

Pasal2

Maksud disusun pedoman penetapan besarnya nilai perolehan air tanah sebagai
dasar acuan untuk memberikan kejelasan tentang dasar pengenaan pajak air tanah.

Pasal3

Pedoman penetapan besarnya nilai perolehan air tanah bertujuan untuk
mewujudkan tertib administrasi perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan khususnya pajak daerah.

BABIII
RUANGLINGKUP

Pasal4

Ruang Iingkup Peraturan Walikota ini meliputi :
a. dasar PengenaanPajak Air Tanah;
b. nilai PerolehanAir Tanah;
c. besar Nilai PerolehanAir Tanah; dan
d. tarif.

BABIV
DASARPENGENMNPAJAKAIR TANAH

Pasal5

(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai PerolehanAir Tanah.

(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan
dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh
faktor-faktor berikut:
a. jenis sumber air;
b. lokasl sumber air;
c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
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e. kualitas air; dan
f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan

dan/atau pemanfaatan air.

(3) Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan
dengan kondisi di wilayah.

Pasai6

(1) Nilai Perolehan Air mengandung dua komponen adalah Volume dan Harga
DasarAir (HDA).

(2) Komponen yang berupa volume sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
besarnya pengambilan air.

(3) Komponen Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya
ditentukan oleh :
a. komponen sumber daya alam;
b. komponen kompensasi pemullhan;
e. komponen kompensasi peruntukan dan pengelolaan;

Pasal7

(1) Komponen sumber daya alam air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (3) huruf a nilainya ditentukan oleh faktor jenis air tanah, lokasi sumber
air tanah dan kualitas air tanah.

(2) Komponen kompensasi pemullhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (3) huruf b merupakan biaya bagi usaha perbaikan perubahan
lingkungan akibat pengambilan air tanah.

(3) Komponen kompensasi peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e diprioritaskan untuk air minum
berdasarkan subyek pemakainya.

(4) Subyek pemakai dikenai kompensasl biaya peruntukan dan pengelolaan yang
diklasifikasi berdasarkan sebagai berikut :
a. Non Niaga;
b. Niaga Keeil;
e. Industri Keeil;
d. Niaga Besar;
e. Industri Besar;
f. PDAM;

(5) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat
(1) sebagaimanatersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota.

Pasal8

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal9

Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengallkan tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal5.
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BABV
PELAKSANAAN,PEMBERDAYAAN,PENGAWASANDAN PENGENDAUAN

Pasall0

(1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Peraturan Walikota
in; dilaksanakan oleh Dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat
bekerja sama dengan instansi yang terkait.

BAB VI
KETENTUAN PENlJTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota in; mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota in; dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal

WAUKOTA SURAKARTA,

JOKOWIDODO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA
SURAKARTA

BUDI SUHARTO
Pembina Utama Muda

NIP. 1964031B 19B7111 002

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTATAHUN NOMOR
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BABV
PELAKSANAAN,PEMBERDAYAAN,PENGAWASANDAN PENGENDAUAN

Pasall0

(1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendallan Peraturan Walikola
ini dllaksanakan oleh Dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat
bekerja sarna dengan instansi yang terkait.

BAB VI
KETENTUANPENUTUP

Pasal11

Peraturan Walikola ini mulai berlaku seJak langgal ditetapkan.

Agar setiap orang mengelahuinya, memerinlahkan pengundangan Peraturan
Walikola ini dengan penempalannya dalam Berila Daerah Kola Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada langgal 1Ap~jL.2ot1

___ yAUKOTA SURAKARTA,
L,. rJ

L-~~::::J\ O~

,~~
Diundangkan di Surakarta
pada langgal "ApriL 41011

RIS DAERAH KOTA
URAKARTA

•-..

mbina Ulama Muda
NIP 19640318 1987111 002

DAERAH KOTA SURAKARTATAHUN ':011 NOMOR 17LEMBA
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LAMPIRAN : PERATURAN WAUKOTA SURAKARTA
NOMOR : 3-0 'IA\\UN <90\\
TANGGAL : 1 AprH...:zol1

PENETAPAN NlLAI PEROLEHAN AIR TANAH

VOLUMEPENGAMBlLANAIR IDALAMM3
NO PERUNnJKAN AIR O-llJO 101-500 501-1.000 1.001-2.500 2.501-5.000 > 5.000

(RD.\ (RD.) (RD.) (RD.) (RD.) (RD.)

1. Sosial/NDn Nlaga 504 512 521 529 536 546

2. Niall_ keeil 571 5BO 5BB 596 605 613

3. IndustJi Kedl dan

Menengah 647 655 664 672 680 689

4. Niaga Besar 722 731 739 74ll 756 764

5. Industri Besar 790 796 B06 815 823 832

6. PDAM 125 125 125 125 125 125
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